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NOMOE 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN '-TﬂTA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DaERAH PERLINDUNGAN PEREMFPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINTIUNGAN ANAK KOTA KUPANG

Merim bang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Perararan
Menter: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksans Telmis Daerah Perlindungan
Ferempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaks:ana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
den Anak pade Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Armak Kota Kupang;

ke

Undang-Undang Nomar 5 Tabhun 1996 lentang
Pembentukan Kotamadya Deerah Tingket I Kupang
{Lembararr Negara Republik Indenesia Tahun 1996
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indopesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintaharn Daerash (Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indornesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1} Tahun 2020 tentang
Cipta hkera (Lembaran Negara Republk [ndenesia



Menetapkan

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5673}

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentuken dan Khsifi kasi Cabang
Dimas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

4, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan

Perlindungan, Armk Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Ansk.

5 Peraturan Dagrah Nomor [3 Tabun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dasrah Kota
Kupang (Lembamn Deerah Kots Kupang Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Dzerah Kota Kupang
Nomor 273), sebagaimana telah diubabk dengan
Peraturan. Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Feraturan Daerah Kota Kupang MNomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah kota Kupang (Lembaran Daerah Kota
Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Kupang Nomoer 274);

6. Pergturan Walikota RKuparg Nomor 42 Tahun 2021
tentang Kedudulkan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fingsi Serta Taln Kerma Dinas Penberdas/aan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang
(Berite Daeraly Kota Kupang Talwan 2021 Nomor 359

MEMUTLUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG  PEMBENTUKAN
ORGANISAS! DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAI PERLINDUMGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DA
PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG.



BAB |
KETENTUAN TIMIIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimeksud dengan :

L
2.
3

Pemerintah Daergh adalah Pemerintah Kota Kupang.

Wahkotn adalah Walikota Kupang. -

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Amak Kota
Kupang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Ansk Kota Kupang

Unit Pelaksana Teknis Daerahi yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur
pelabkeaim kegiatan teknis operasionsl dan fatau kegintan teknis penun jang
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Amak Kota
Kupang.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD
PPA adalah UPTD yang dibentuk dalam memberikan layvanan bagi
perempuan  dan  angk  vang mengalami  kekerasanm, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalab lainnia.

Jabatan Fungsional adalah selkelompok jabatan vang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan terteniu,

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASE

Paagl 2

Dengan Pergruran Walikots ini dibentuk UPTD PPA Kelas A

Pasael 3

(ISusunan Organisasi UPTD PPA gebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

terdiri dari :
a. Kepala UPTL,
b 3ub Bagian Tata Ussha, dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2] UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1], dipimpin cleh Kepala UPTD

vang berada 4 bawah dan bertanggung jawab kepaca Kepala Dings.

1%



(3) Sub Bapgian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Ussha yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD FPA

(4} Kelompok Jabatan Fungpsional sehapaimana dimeksud pada ayat (1) huruf ¢
berada ¢ bawah dan bertanggung jaivab kepada Kep:la UPTD PPA.

(2} Began Susunan Struktur lercantum dalam Lampiran yang merupakan
hagian yang tidak terpisabkan dari Perairan Walkata int

. BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasa 4
{1] UPTD PPA dipimpin oleh sesrang kepalz yang berkedudukan dan berada
dilewsh dan bertanggung jawab kepada Kepals Dinas.
(2] UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
melnksangikan sebagian kegiatan teknis aoperasional Dinas.

Pagal &

UPTD PPA mempunvai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di
wilavah kerjenya dalam memberikan layanan bagi perempuan <dan angk vang
mengalami  masalah  kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan

masalah lainnya.

Pasal &

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD PPA
metnpunyai fungsi layanan:

pengaduan masyarakat:

penijangkavan korban;

pengeiojaan kasus;

penampungan sementara;

mediasi;

pendampingan korban; dan

I =T N -

nelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas sesual tugas dan

fungsinya.

=



Pasal 7

1) Eepaln UPTD PPA mempunyal tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan

mengeridaliian UPTD dalam menyelengparakan layanan perlindungan bagi

perempuan dan anak vang mengalami masalab kekerasan, disknminasi
perhindungan khusus, dan masalah lainnya.

(3] Dalam menyelengparakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Kepala UTPD PPA menyelenggarakan fungsi:

a

Ao

mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan
layanan di UPTD PPA;

menyusun program kerjg UPTD ‘PFA;

menyusun rekomendasi hasil pengslolaan kasus;

mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

memhina dan meningkatican kemampuan pam pegawai dalam ngkungan
UPTD FPA,; dan

melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Pagsl 3

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunval tugas membantu Kepala UPTD PPA
dalem mengkoordinasikan dan  melaksanskan pelayanan  telknis dan

administrasi, penyusunan program, pelaporan umum, ketalausahasn,

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup UPTT PPA.

{2} Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Tala Usaha menyelenggarakan fungsi:

el.

b

pelaksanaan penyusunan rencana dan propram kerja UPTD PPa .
pelaksanaan pelavanan teknis ketatausahaan den pencatatan data
korban di lingkungan UPTL PP,

pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan
pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD PPA; dan

penyusunan bahan laparan pertanggungjawaban pelaksanasn kegiatan

UPTD PPA.

BABIV
KELOMPOE JABATAN FUNGSIONAL

Pasal S

(] Kelompok Jabatan Fungional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian
dan kebutuhan.

gl



(2} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdici
dari sejuunmlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3} Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayar [2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan  hebian kerja yang diatur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Passl 10

alam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajbh menerapkan prinsip koorndinasi,
inteprasi dan sinkronisast haik dalam lingkungan masing-masging maupun antar
sat uen organisasi di lingkungan pemerintahan daerah serta dengan institusi

lam di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB M
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini nmlai berlalau, pejabat pada dinas yang ada
terap meleksanakan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya yang ada
sampal dengan ditetapkan pejabat Taru defimtif berdasathan ketentuan yang
berlaisu.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 12
Peranaran Walikota ni mulai berlaku pada tangpal diundanpgkan,

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walkola ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanpeal 7 Juli 2‘.’]22

FW i[.li{( A KUP AI"IG,

MIEFIRFTSON R RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tangeal 7 Juli 2022

_LySEKEETARJS DAERAH KOTA I{UPANG,}‘«
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BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMORGOS



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR ¢ 25 TAHUN 2022
TANG CGAL ;T oJuli 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBEREDAYAAN PEREMPUAN DAN
FERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS A
UKIT PELAKSANA TEXNIS DAEHAH PERLINDUNGAN PERE?JTTAN DAN ANARK
PADA TN AS PEMHERDAY AAN PEREMPUAN AN PERELINDUNGAN ANAK
KOTA K UPANG

KEPALA UFTD

SUB BAGIAN
TAIA USAHA

| KELOMPOK JADATAN
FLUNGSIOMNAL
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